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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 2l Tahun 1997 tentang Bea perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3988);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun lggg tentang
P,enyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsf
Kolusi, dan Nepotisme (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia fahun ZOOS
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3

4

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah
Provinsi Lampung Nomor - Tahun 2O2l tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2O2O, perltt
ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penjabaran
Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2O2O;
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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20O4 Nomor 5, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggunglawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
aa38);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Keq'a (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 254 Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4SO2l
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor Z4 Tahun 2Ol2 tentang
Perubahan atas Peraturaa pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
171, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s3a0);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
|ljaman Daerah (tembaran Negara Republik IndonesiiTahun 20O5 Nomor 136, Tambahan Iimbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
fgllnbanSan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 137, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kineda Instansi Pemerintah (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OO7 tentang l,aporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangar Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi
Laporaa Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 19, Tambahan [cmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4693);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O10 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

21. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol8 Nomor 33);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 202O Nomor l78l);

23. Peraturan Daerah hovinsi La.mpung Nomor T Tahun 2OOZ
tentang Pokok-Pokok Perencanaan pembangunan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah provinsi
L,ampung Tahun 20O7 Nomor 7, Tambahan tembaran Daerah
Provinsi Lampung Nomor 315);

24. Peraturan Daerah Provinsi l^ampung Nomor g Tahun 202 I
lentgng Pertanggungiawaban pelal<sanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (kmbaran Oierah
Provinsi la,mpung Tahun 2021 Nomor g, Tambahan kmbaran
Daerah Provinsi l,ampung Nomor 517);

MEMUTUSI(AIT:
Menetapkan: PERATURAIY GITBERTIITR TEItrAIrc PEIYJABARANPERTAT{ccrrI{c.rawABAIt pEL/rKsAItAA.lt AIyccARAN

PEI{DAPATAIT DAIT BEL/IJTJA DAERAII PROVINSI LAMPT'NGTAHI'r AITGC}ARAtr 2O2O.
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Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimalsud dengan:
1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta
sega-la bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan
hak dan kewajiban Daerah tersebut.

2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah APBD Provinsi Lampung.

4. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

5. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

7. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada
Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai
kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

8. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada
Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik
maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.

9. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber
dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil
berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan
kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

10. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan
kemampuan keuangan antan Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam
rangka pelaksanaan Desentralisasi.

11. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang
bersumber dari pendapatan APBN yang dia,lokasikan kepada Daerah tertentu
dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.

13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun arggaran berkenaan
maupun pada tahun-tahun Ernggaftrn berikutnya.

14. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah
menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang uernitai uang dari pihak
lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untu-k membayar fiembali.

15. Utang Daerah yang selanjutnya disebut utang adalah jumlah uang yang wajib
dibayar Pemerintah D-aerah dan/atau kewajiban pemerintah oaeritr 

-yang 
aapatdinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian,

atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
16. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhanpembangunan prasarurna dan sarana Daerah yang tidak a"p"i dit.b"rrkrodalam 1 (satu) tahun anggaran.
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17. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode
pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat
berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban.

18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih
lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggarzrn selama I (satu) periode
anggaran.

19. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah
Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang
sebagai akibat pe{aljian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

20. Peraturan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut
dengan nama lain adalah Perda Provinsi la.mpung.

21. Peraturan Gubernur yang selanjutnya disebut Pergub adalah Peraturan
Gubernur Lampung.

22. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahaan yang menjadi
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara
dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,
memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

23. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DpRD adalah
DPRD Provinsi Lampung

Pasal 2

la.poran realisasi €rnggaran tahunan anggaran 2020 terdiri atas:
1. Pendapatan

Rp. 7.0 19.3 19.47 1.883,36

BelanJa

a. Belanja Tidak Langsung:
l) Belanja Pegawai
2) Belanja Bunga

2

Belanja Subsidi
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bagi Hasil

Rp. 2.842.286.47 9.07 O,36
Rp. 2.46 1.886.2O9.957,O0
Rp. 1.71 5.146.782.8s6,00

Rp. 1.731.078.969. 141,00
Rp. 31.583.61s.813,00Rp. o,oo
Rp. 1.437.5 I 8.594.295,00
Rp. 352.400.000,00
Rp. 1.231.408.694.t44,94Rp. o,oo
Rp. 119.312.701.296,00
Rp. 4.55 1.254.97 4.689,7 4

aJ

4
5
6
7 Belanja Bantuan Keuangan
8) BelanjaTidakTerduga
.Iumlah Bel,anJa Tidak Langrung

b. Belanja l,angsung:
l) Belanja Pegawai
2l Belanja Barang dan Jasa
3) Belanja Modal
.Iuml,ah BelanJa Langsung

a. Pendapatan Asli Daerah
b. Pendapatan Transfer
c. Lain-lain Pendapatan yg Sah
Jumlah Pendapatan

Rp. 24O.233.396.093,00
Rp. 1.423.341.867.179,8O
Rp. 752.528.210.219.89
Rp. 2.4 16. 1 03.42 3.492,69



3

-6-

5t.96t.O23.7OO,73

336.132.388.142,31
Rp. 197.176.332.704,00
Rp. 138.956.055.438,31

Sisa Lebth Pembiayae n Anggaran Rp. 190.917.079.139,04

Fasal 3

Ringkasan Laporan Realis tsi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini. merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam Peratu.an Gubernur ini dan dirinci lebih lanjut ke dalam
penjabaran Laporan Realise ri Anggaran.

Paeal 4

Penjabaran Laporan Realir,asi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

tercantum dalam Lampira: r II Peraturan Gubernur ini, merupakan bagian yarlg
tidak terpisahkan dalam Pe aturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mr,lai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang meng',tahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penen ipatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
padatanggal 30 - Agusr-2o21

GUBERITUR LAMPUNG,

rrd

ARINAL DJUNNDI
Diundangkan di Telukbetur 1g

pada tanggal 30 - Agusru - 2O2l
SEKRETARIS DAI,B..IHF I)\IIilSI IIUT,IPUIIIG,

ai AslinYa'

Surplus/Delisit
Pembiayaaa
a. Penerimaan Pembial aan

Pengeluaran Pembia raan
Jumlah Pembiayaa r Netto

E{nnrz.nr DAllrtlrNTo

ttd BIRO Iil'XUIII

J
Utsar luda

96$(xx)s 199103 I (x)4

BERITA DAERAII PROYIN:)I LAMpUNG TAHUN 2021 NOMOR J3......

Rp.

Rp.

tlt



LAMPIRAN I: PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 33 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 Agustus 2021

(

PEMERINTAH PROVII{SI LAMPUNG

RINGKASAN I.APORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BETAITJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2O2O

JUt'ILAH (Rp) BERTAI{8AH / (BERKURAIIG)
floMot

t,,RUT
UTIAIAN

ANGGARAN SETELAH

PERUAAHAN
REALISASI (Rp)

1 2 3 4 5 6

7.244.t7 t.7t9.572,t4 7.019.119.47r.883,36 (224.8s2.747 .ffi,78)

2.962.40L653.051.14

2.453.824.716.968,m

I r.{31.298.440,@

30.056.449.342,14

467.98st188.J01,7

4.221.420,623.786,00

206.390.393.735,00

1.739.9r6.377.000,00

2.15.113-853.051,00

60.349.44-2.735.,N

13.915.34{.735,00

46.434.098.000,00

0,00

0,00

2.842.286.479.070,36

2.385.345,268.304,00

17.080,208.104,00

29.873.630.623,14

,q.?81.31r13:,?
2.461.886.209 957,00

157.793.963.12600

1.732.55i,92r.000,00

,571.540.325.831,00

1.715.146.782.856,00

8.95.876.858,00

€.434.098.000,00

0,00

1.659.765.m7.998,00

o20.115.173.98O,78)

(57.479.{48.664,00)

s.648.909.664,00

(r82.818.7r9,00)

, 
(58.,10r.81626r,78)

(1175-s.Y{3:82:,gl

(48.s96.430.609,00)

(7.364.456.000,00)

o-703.t3.527220,00)

L6t.797.3,t0.121,00

(,r,968.467.87200)

0.00

0,00

1.6s9.765.807.998.@

:s,?s

97,25

t49,42.

99'39

.17,y

, T,l,
76,45

99,58

. 1s,!2
2r{193

64,30

r00,00

0.00

0,00

7 .34t.124.t07.7 t4,45 6.967.3s8.448.182,63 (4r3.765,659,531,82) 94,39

2

3

2 2

2

2 2

2 6

1.1

r.1.1

1.1.4
1.7

1.2.r

1.2.3

1,3

1.3,1

1.3.5
1.3.5

2.1

2.1,1

2.1.4
2.1.5

2.t.7
2.1.8
2.2

2.2.t
2 .2.2

PET{OAPATAIT

PEI{OAPATAN ASI.I DAERAH

Pendapatan Pajak Daerah

Hasil RehbtEi Daerah

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Lain-lain Pendaprtan Asla Daerah yarE Sah

OAI{A PERIX BAI{GAI{

Pngi Hasll PajavBagi Hasil Bukan parak

Dana Alolasl umum

Dana Alokasi Khusus

LAII{.LAII{ PE D PATAI{ DAERAH YAT{G SAH

P€ndapatan Hibah

Dana Penye$aian dan Otonoma Khusus

Eantuan Keuangan dari Proving atau Pemerintah Daerah Lainnya

Pendapatan Lainnya

BEUIruA

BELAruA TIDAI( LATIGSU]IG

Belan a Pegawat

Selanja Bunga

Belania Hlbah

8€lanja Bantuan Sosial

Eelania 8a9i Hasil kepada provinsi/KabupatervKota dao pemerinrah Desa

B€lanF Bantuan Keuangan kepada provird/Kabupaten/Kora dan pemerintahan Desa

Belanja Tldak Terduga

BEI.AII'A LAIIGSUI'IG

BelanF Pegawai

EelanX, Barang dan Jaso

4.770.895-012.527,15

1.828.842.594.2m,10

33,000.000.000,00

1.460.836.79O.600,00

500.000.000.00

1.286.835.044.218,60

0,00

160.879- 583.508,45

2510.r:r9_095,187,30

176.732.@0.224,@

1.588,883,969,r04,20

4.551.25,t,974.689,94

1.731.07C.969.14r,00

31.583.6r5.813,00

1.437.518.594.295,00

352.400.000,00

1.231.4G.694.14{,94

0,m

.119.312.701.296,00

2.4t6.r03.473.492,69

240.233.396.093,00

1.423.341,867.179,80

(219.640.037337,21)

(97.763.625.059,r0)

(1,416.384.187,00)

(23.318.196.305.00)

( 147.600.000,00)

(55.427.350.073,66)

0,m

(41.s66.882.2 
' 
1,45)

(194.12s.621.694,6r)

63.501,31s.869,00

(165.542.r0r.924,40)

:s,40
94,65

95,71

98,40

70,48

95,69

0.m

7:,\6

9_2,y

r35,93

89,58

TEMPIn^]I I PEI{IASARAI{ PERTANG6LIIIG]AWASAN . RINGX'SAII LAX)NAI REATIS$I AIIGGAR,AII PENO'PAIAX DAX 8'LAIti]A O^TMH Halaman I dari 2
(

('r,l

96,90I

1 I



BERIAMB H / (BERXIJRAI.IG)JUMIAH (RP)
t{oMoR
URUT ,NGGARAT{ SETELAH

PERUBAHAlI
(RP) (%)

URAIAI{
REALISASI

I 3 a 52

8q4.613.045.859,10 71232A.2rc.2r9,8 (92.084.535.639,rr) E,r0

(15.9s2.388.142,31) 188.913.411.8410{

-3T1-31ry,1"?31
35132.3a8.14231

54000.000.0m,o0

141. r80.000.0m,o0

r 99. r80.000.000,00

33132.318.142,31

4t.132.318,142J-r

1i7,L76.3rL70,4,D

:6mo.0lo.mopo

t,4L 176.312.704,m

.....0,00.
i'r0

!r.I:.9?:rT,1o),
e.m0.000,000,(0)

(3.667.296,(0)

'F,T.
'9.P.
s6,99

5,55

lm,m

lc1,46136.952.388.142,3r r&956.O;5.438,3r 2.003.667.296,00

0,o0 1!o917.O19.r39,M 190.917.079.139,04 64.541 .5C,00)

l

l 2

t.2.3

t.1
1.1.1

3.2.2

PEIIBIAIIAX DAER"{

PETG].II{AATI PEi,IBIIYAA'{ OAERAH

5n Lehh Per n gBn ArBgaren Tah(n Ang€aran S€t€lunfiya

PEIIGELU RA|i PAIBI YIAI{ DAEN T

Peaverban Modd OrveCast) Pemern*dl O&6h
Penbayaran tbk.k ura.lg

SISA LEBIH PCMBIAYAA'{ AI{GGARAII TAHU AERXEIIAAI

Belalia ltlo(l3l

SURPLUS / (D[FIStT)

PEHAIAYAAiI I!ETTO

GUBERNUR II\MPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

ttd

Utaor Uuda
965(xxr5 199103 r (xl4

taallPEux I P€t{raMnll p€RT Gclrao^uraaa/{. Rll{Gr srrr't upoRAr Ealusrsl ANGGTR x ptnoApr-a Dr Br!].,ll1 o^tRtn Halaman 2 d.-i 2

6

!L961.O23.700,73 (t,94)

sariq(*sersuai esrillS'


